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Abstract: This study aims to examine the influence of corporate governance determinants, particularly
the presence of an independent board of commissioners and an audit committee, on the level of
Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure. The study focuses on manufacturing sector
companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Using a quantitative approach, the study
population included 228 companies, and through purposive sampling technique, 92 companies met
the criteria during a three-year observation period, resulting in a total of 276 observational data. Data
analysis was conducted using multiple linear regression with a least squares approach, preceded by
classical assumption testing to ensure model validity. The results show that the presence of an
independent board of commissioners and an audit committee significantly influences CSR disclosure.
This finding indicates that both elements can serve as instruments for implementing Good Corporate
Governance (GCG) principles, encouraging companies to be more transparent and responsible in
communicating their social activities to stakeholders. The implications of these results emphasize the
importance of strengthening governance structures in encouraging more optimal CSR practices, as well
as contributing to academic literature and managerial practice in the fields of accounting and
sustainability management.
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1. Pendahuluan

Pada dewasa ini, masyarakat banyak disuguhkan oleh pilihan instrumen investasi,
diantaranya melalui saham. Sehubungan dengan hal ini, maka bagi perusahaan yang telah
melakukan going concern, dihadapkan dengan persaingan yang sangat ketat supaya sahamnya
diminati oleh banyak masyarakat. Tujuan perushaan tentu saja tidak hanya sebatas bertahan,
namun lebih dari itu adalah bekerja keras untuk tentang keberkelanjutan jangka panjang.
Perusahaan harus bisa menyelaraskan antara kepentingan principal dengan agent,
secbagaimana yang telah dinyatakan di dalam agency theory [1], melalui implementasi Good
Corporate Governance (GCG) secara optimal [2]. Dampak positifnya yaitu untuk menjaga
keberlangsungan hidup perusahaan, dan kemampuan di dalam memenuhi hak investor
meningkat dan mengeliminir kemungkinan terjadinya risiko [3].

Salah satu wujud nyata dari keberhasilan implementasi GCG yaitu perusahaan mampu
mmeberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat umum, dan lingkungan secara
berkelanjutan [4]. Program dan realisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) merupakan
salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab
sosialnya terhadap masyarakat. baik dari aspek ekonomi, sosial, hingga lingkungan [3]; [5]; [6].
Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,
ditegaskan bahwa setiap badan usaha Perseroan Terbatas (PT) wajib memperhatikan dalam
menjalankan usaha, aspek sosial serta lingkungan. Untuk itu, diperuntukan secara khusus
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
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Lingkungan Perseroan Terbatas, yang mana setiap PT wajib melaksanakan program TJSL
secara terencana dengan baik, dan bersifat keberlanjutan.

Bagi perusahaan-perusahan yang bergerak di industri manufaktur dimana dalam
operasionalnya berisiko mempunyai dampak negatif pada masyarakat dan lingkungan
sekitarnya, mulai dari suara bising, limbah, polusi udara, muatan, dan sebagainya. Perusahaan
di industri manufaktur dengan demikian menjadi hal yang sangat krusial bagi pihak
manajemen untuk fokus pada implementasi program CSR secara berkelanjutan. Pada
kenyataanya, meskipun secara yuridis telah duatur secara baik namun kenyataanya bagi
perusahaan dalam implementasi program CSR banyak kendala yang dihadapi. Mengingat
realisasi CSR ini membutuhkan biaya yang cukup besar maka sering kali dijumpai komitmen
perusahaan rendah, tingkat pemahaman dari pihak manajemen maupun masyarakat yang
masih kurang, sehingga pelaksanaan program kurang terarah. Masyarakat yang mempunyai
kecendurungan konsumtif sehingga kurang tepat manfaat, perusahaan seringkali tidak
melakukan pendampingan secara langsung di dalam implementasi, dan dirasa oleh masyarakat
kurang merata [7].

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka penting untuk mengkaji tentang
determinan pengungkapan CSR. Agency theory dan legitimacy theory dalam implementasi
GCG bahwa CSR terkait erat dengan dewan komisaris independen, serta komite audit, dimana
dewan komisaris independen memiliki dampak positif dan signifikan pada pengungkapan
CSR. [7]; [8]; [9]; [10]. Selanjutnya, komite audit juga terbukti secara empiris dapat
meningkatkan pengungkapan CSR secara signifikan [8]; [11]; [10]. Pengujian empiris terhadap
determinan CSR ini masih sangat terbatas, para akademisi sebagian besar menempatkan CSR
sebagai faktor yang bersifat independen. Maka dari itu, pada kajian ini menawarkan sebuah
temuan baru untuk menguatkan temuan sebelumnya yang masih sangat terbatas.

Berdasarkan berbagai kajian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dinyatakan
dengan bagaimanakah pengaruh dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap
pengungkapan CSR ?. Selanjutnya, dengan demikian tujuan secara spesifik dari penelitian ini
yaitu menguji pengaruh dewan komisaris independent, dan komite audit terhadap
pengungkapan CSR pada industri manufaktur. Manfaat yang ditawarkan dari kajian ini tentu
saja, investor menjadi mengetahui karakteristik tata kelola perusahaan melalui peran dari
dewan komisaris independen dan komite audit, yang kemudian dampaknya pada kemampuan
perusahaan untuk merealisasikan program-program CSR yang telah dicanangkan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Agency Theory

Pada bisnis modern ini, menyebabkan adanya pemisahan antara manajemen dan
pengelolaan perusahaan dengan kepemilikan. Agency theory memberikan peran penting
schubungan dengan hal tersebut, sekaligus schubungan dengan implementasi GCG, karena
merupakan teori yang membangun pola pikir dalam tata kelola perusahaan. Hal ini dipisahkan
antara hak hak dan kewajiban antara agent dengan principal [1]. Selanjutnya, di dalam
perusahaan ditujukkan dalam pencegahan kemungkinan terjadinya suatu asymetry information
[12]; [13]. Tujuan lebih lanjut, informasi yang disampaikan kepada publik sesuai dengan
kondisi senyatanya di dalam perusahaan, sehingga dapat memuaskan shareholders maupun
stakeholders (Astutik dkk., 2022). Pada akhirya, menurut agency theory ini juga berkorelasi
kuat dalam meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan [12]. Hal ini dapat
dilakukan dengan mengimplementasikan GSG secara optimal, misal optimalisasi kinerja dari
dewan komisaris independent, dan komite audit (Almashhadani & Almashhadani, 2022;
Khairunnisa et al., 2022). Disisi lain, kondisi eksisting sering kali terjadi konflik kepentingan,
misal tindakan oportunistik dari agen, selanjutnya menyebabkan moral hazard [14].

2.2 Legitimacy Theory

Legitimacy theory merupakan teori yang mengungkapkan bahwa perusahaan akan selalu
berupaya untuk memperoleh, dan mempertahankan diri supaya tetap bisa diterima oleh
masyarakat. Dinyatakan pula bahwa perusahaan harus melakukan operasi yang sejalan dengan
berbagai norma sosial, serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, supaya keberlangsungan
usaha terjaga dengan baik [15]. Legitimacy theory ini menggambarkan tentang perbedaan
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antara nilai/norma yang berlaku di masyarakat dengan perusahaan, yang kemudian
menimbulkan adanya legitimacy gap [16]. Teoti ini sekaligus merupakan sistem tata kelola
perusahaan yang mempunyai orientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,
pemerintah maupun individu. Artinya, dengan kata lain teori ini menekankan bahwa seluruh
aktivitas perusahaan harus memperhatikan norma yang betlaku supaya dapat diterima oleh
para stakeholders [5]. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan menjalankan program
sosial yaitu melalui realisasi program CSR. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun
hubungan timbal balik saling menguntungkan bagi perusahaan dengan seluruh masyarakat
umum [9]. Artinya bahwa perusahaan dalam operasinya harus memastikan bahwa praktik
bisnis secara etis dan legitimasi untuk kelangsungan bisnis berkelanjutan, yang salah satunya
dengan menjalankan kewajiban sosialnya melalui kegiatan CSR [17].

2.3 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen berfungsi sebagai pengawas kinerja perusahaan. Anggota-
anggotanya berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai saham, baik secara langsung
maupun tidak langsung [18]. Menurut prinsip GCG merekomendasikan bagi perseroan
terbatas di dalam menyeimbangkan pengambilan keputusan harus didukung jumlah dewan
komisaris independen yang seimbang dengan keseluruhan saham yang beredar [9]; [5]. Hal ini
tentu saja dimaksudkan supaya seluruh aktivitas dari pengawasan terlaksana dengan efektif
sejalan peraturan perundang-undangan, schingga kinerja perusahaan menjadi konsisten
bahkan meningkat [18]. Terlebih di dalam mencegah terjadinya kemungkinan penipuan
laporan keuangan [19]. Pengawasan tersebut menjadikan laporan keuangan akuntabel
sehingga kinerja saham meningkat, dan menjaga berbagai hak stakeholders [20]; [3]. Selain itu
juga memberikan berbagai nasihat kepada jajaran direksi dalam menjalankan operasional
perusahaan. Tindakan yang dilakukan menganut prinsip independensi, dan memberikan
kepastian dari setiap keputusan dilakukan secara adil, transparan, dan menjaga keseluruhan
prinsip GCG [21].

2.4 Komite Audit

Komite audit adalah salah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris, sehingga
tanggung jawab komite ini adalah kepada pihak yang telah membentuknya, dan dalam
membantunya, komite audit melaksanakan tugas-tugas pengawasan (terutama dalam
pengawasan yang berhubungan dengan keuangan), audit, dan pengendalian internal [22].
Komite audit diatur dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit setidaknya terdiri dari 3 (tiga) anggota yang
mempunyai kompetensi mengenai manajemen keuangan dan hukum (Mardessi, 2021),
dengan tanggung jawab melakukan pengawasan atas kinerja para auditor eksternal, dan
internal terhadap berbagai tahap laporan keuangan [23]; [19]. Selanjutnya juga bertanggung
jawab di dalam memberikan kepastian terhadap kepatuhan mengenai berbagai prinsip
akuntansi [24]; [25]. Pengawasan dan pengendalian yang memadai, akan berdampak pada
peningkatan kinerja perusahaan, pada akhirnya kepercayaan stakeholders akan semakin
meningkat [24]; [19].

2.5 Pengungkapam CSR

CSR merupakan scbuah konsep bahwa perusahaan harus secara aktif dalam
memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas [9]; [3]. Sekaligus sebagai sebuah
komitmen perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap efek dari operasi
baik secara sosial, ekonomi maupun lingkungan [4], dan juga manfaat bagi masyarakat [5].
Pengungkapan CSR sekaligus sebagai alat untuk bertahan hidup dan sebagai pertimbangan
investor dalam menanamkan sahamnya [9]; [20]. Memastikan pula kepada publik bahwa
perusahaan di dalam menjalankan bisnisnya telah dilakukan secara etis yaitu dengan
memperhatikan dampak operasi pada masyarakat [27]; [6]. Tuntutan perusahaan terhadap
pengungkapan CSR dikarenakan bahwa secara sosial perusahaan mempunyai kewajiban sosial
masyarakat [9]. Banyak cara yang bisa dilakukan, misal melalui laporan tahunan, iklan, laporan
keberlanjutan, serikat pekerja, pendidikan sekolah dan sebagainya [10].

2.6 Kerangka Konseptual dan Hipotesis
Agency theory dan legitimacy theory memberikan penjelasan bahwa dewan komisaris
independen dimaksudkan untuk memastikan bahwa direktur telah menjalankan tugasnya



Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis 2025 (Maret), vol.5, no. 1, Dwi Astutik, et al. 657 of 662

sesuai dengan regulasi, diantaranya yaitu mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan
melalui realisasi CSR [28], dan dibuktikan dalam pengujian Herman & Abbas [9]. Kedua teori
tersebut juga mengungkapkan bahwa peran dari komite audit juga mampu meningkatkan
realisasi program CSR, dan diungkapkan melalui laporan tanggung jawab sosial yang penuh
tanggung jawab, handal dan lengkap. Herman & Abbas [9]; Rawi & Muchlish [10] telah
membuktikan dan memberikan dukungan pada teori di atas. Gambar 1, dapat dirumuskan ke
dalam kerangka konseptual yang dapat memeberikan gambaran pengujian hipotesis atas
keberadaan dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap pengungkapan CSR.

Dewan Komisaris
Independen (X1) H,

Pengungkapan
CSR (Y)

H,
Komite Audit

(X2)

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut dijadikan dasar untuk merumuskan hipotesis
berikut :
Hi : dewan komisaris independen berpengaruh positip terhadap pengungkapan CSR.
Hb : komite audit berpengaruh positip terhadap pengungkapan CSR.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian
Upaya untuk menjawab permasalahan dalam kajian ini, maka penelitian dikembangkan
dengan menggunakan pendekatan model empiris kuantitatif asosiatif.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dikembangkan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tercatat sebagai
industri manufaktur, yaitu sebanyak 228 perusahaan (sektor barang baku, perindustrian,
barang konsumen primer, barang konsumen non primer, kesehatan, teknologi), dengan
periode penelitian tahun 2022-2024). Pengujian dilakukan berdasarkan data sampel dengan
menggunakan metode purposive sampling, sebagaimana dinayatakan pada tabel berikut:

Tabel 1. Penentuan Jumlah Sampel

Kriteria Jumlah
Populasi. 228
Perusahaan yang dellisting selama periode yang diteliti. (18)
Perusahaan dengan rasio pengungkapan CSR <60% secara berturut turut. (41)
Perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR secara lengkap. (32)
Perusahaan yang pernah membukukan kerugian selama periode penelitian. 21
Data penelitian tidak lengkap. (24)
Total Perusahaan yang Memenuhi Kriteria 92
Total Periode 3
Total Sampel (Data) 276

3.3 Operasionalisasi Variabel
Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini masing-masing diproksikan dengan
formulasi pada Tabel 2 berikut:
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Tabel 2. Operasionalisasi Variabel

Variabel Operasionalisasi Variabel
Dewan komisaris > Dewan Komisaris Independen
. DKl = — x100
independen (X1) > Dewan Komisaris
Komite audit (X») Ln KA = Z Komite audit yang dimiliki perusahaan.
Xi.
CSRDI, = 2%,
Pengungkapan n;
CSR (Y) > X = CSR yang diungkap skor 1, jika tidak diungkap skor 0

X; = jumlah indikator (77)
CSRDI = rasio pengungkapan CSR

3.4 Alat Analisis
Sejalan dengan permasalahan penelitian, maka alat analisis yang digunakan adalah regresi
linier berganda, dengan menetapkan persamaan model berikut :

Y = o BIXT + B2X2 F € oo )

Selanjutnya, berdasarkan persamaan tersebut maka terlebih dahulu dilakukan berbagai
tahapan uji asumsi klasik, yang kemudian dilanjutkan dengan uji model dan uji hipotesis
untuk menjawab rumusan hipotesis yang telah diajukan berdasarkan berbagai teori yang
telah diajukan.

4. Hasil dan Pembahasan
4.1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Berikut gambaran data mengenai dewan komisaris independen, komite audit dan
kemampuan industri manufaktur dalamm mengungkapkan CSR selama periode 2022-2024:

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel Min Max Mean  Std. Dev.
Dewan Komisaris Independen (Xi) 26.07 71.77 47.35 15.43
Komite Audit (X3) 2 6 3.05 51
Pengungkapan CSR (Y) 41.07 82.91 09.25 6.05
Valid N (listwise) 276

Sumber : data sekunder diolah (2025).

Berdasarkan Tabel 3 nampak bahwa proporsi dewan komisaris independen terendah
sebesar 26.07% dibanding keseluruhan jumlah jajaran dewan komisaris yang ada di
perusahaan. Artinya, kelompok perusahaan ini belum memenuhhi standar minimum POJK
No. 33 /POJK.04/2014, yang mana bagi para perusahaan yang go public, apabila mempunyai
jumlah dewan komisaris lebih dari 2 (dua) orang, maka setidaknya 30% diantaranya harus
menduduki posisi dewan komisaris independen. Disisi lain, banyak perusahaan yang sudah
memenubhi standar tersebut, yaitu jumlah maksimum 71.77%. Data juga menunjukkan bahwa
di industri manufaktur selama periode penelitian secara rata-rata (47.35%) juga telah
memenuhi regulasi.

Jumlah komite audit yang dimiliki oleh salah satu perusahaan sebanyak 2 (dua) orang,
terbanyak adalah 6 (enam) orang dan rata-rata 3 (tiga) orang. Kondisi ini dengan demikian
nampak bahwa pada industri manufaktur juga telah memenuhi POJK No. 55
/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Regulasi tersebut menyatakan bahwa jumlah komite audit bagi perusahaan yang telah go
public minimal mempunyai 3 (tiga) orang dewan komisaris independen atau berasal dati luar
perusahaan, untuk menjaga independensi yang tinggi.
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Nampak pula di industri manufaktur bahwa kemampuan perusahaan melakukan
pengungkapan CSR terendah sebesar 41.07%, tertinggi 82.91% dan rata-rata 69.25%. Artinya
bahwa, perusahaan-perusahaan yang sedang diteliti ini telah menjalankan PP RI No. 47 Tahun
2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dengan baik.
Mengingat dalam regulasi tersebut bahwa setiap perseroan mempunyai tanggung jawab sosial
dan lingkungan baik di dalam maupun di luar perusahaan. Salah satunya untuk memenuhi
regulasi tersebut yaitu dengan mencanangkan, dan merealisasikan program CSR, tujuannya
untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan maupun masyarakat umum. Pada akhirnya
memberikan dampak pada peningkatan citra positip bagi perusahaan.

4.2 Uji Asumsi Klasik
Tahap awal sebelum melakukan pengujian model ini maka dilakukan uji normalitas,
heteroskedastisitas, autokorelasi dan multikolinieritas, sebagaimana nampak pada tabel

berikut:
Tabel 4. Uji Asumsi Klasik
Uji Cut Off Hasil Kesimpulan
Normalitas Res3. Z Skewness < 2,0 1.453 Normal.
Heteroskedastisitas: ) ..
X, DY, AbsRes3 > 0,05 0.529 hetgj:ﬁeze:;ﬁ;m
In_Xo=2Y. 0.344 )
Autokorelasi DusDw<4 gh9 <0081 <2191 Tidak terjadi
Du autokorelasi.
Multikolinieritas:
X; =Y. 1.726 Tidak tetjadi
Lo X, Y. VIE <10 2.438 multikolinieritas.

Sumber : data sekunder diolah (2025).

Berdasarkan Tabel 4 nampak bahwa uji normalitas dilakukan pada Res3, yang artinya
pengujian ini dilakukan 3 (tiga) tahap, yang mana tahap 1 (satu) terdapat 29 data outlier, tahap
2 (dua) sebanyak 18 data outlier dan tahap 3 (tiga) 14 data outlier. Artinya, dari 276 data
sebagai sampel, dikurangi 61 tota data yang outlier. Uji normalitas dengan demikian dilakukan
terhadap 251 data sebagai sampel untuk pengujian selanjutnya, nampak bahwa Z Skewness <
2,0 (1.453 < 2,0) dengan demikian residual data dinyatakan normal. Model ini juga nampak
tertbebas dari masalah heteroskedastisitas, dibuktikan dengan hasil seluruh variabel
independen mempunyai koefisien AbsRes3 > 0,05. Nampak pula tidak terjadi autokorelasi,
karena koefisien Du < Dw < 4-Du (1.809 < 2.281 < 2.191). Terbebas pula dari masalah
multikolinieritas, yang mana secara statistik terbukti seluruh VIF < 10.

4.3 Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil pengolahan data Tabel 5 nampak bahwa diperoleh Fritung > Feabel
(9.839 > 3.032) dengan signifikansi 0.000. Artinya dengan demikian bahwa variabel dewan
komisaris independen dan komite audit mempunyai kemampuan yang nyata dalam
menjelaskan pengungkapan CSR. Besarnya kemampuan tersebut sebesar 30,2% (yang
ditunjukan dengan koefisien adjusted R? sebesar 0,302), dengan demikian 60,8% ditentukan
oleh faktor lain, sehingga perlu dikembangkan dalam pengujian selanjutnya.

Tabel 5. Uji Model dan Uji Hipotesis

. Variabel .
Uji Independen Dependen o g t Kesimpulan
H: Dewan komisaris 3.568 .

independen (Xj). Pengunglkapan 0.482 (0.000) Diterima.
- ; CSR 0.371
H Ln_Komite audit ) 0,905 2014 Diteritna
T X ' ' (0.000) :
9.839

Uji F (0.000)
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Variabel
Independen Dependen
Adj. R? 0.302
t tabelnzzsz; k=3;0=5% — 1.970
F  tabeln=zss; =3 =3032

Uit o B8 t Kesimpulan

a=5%

Pada Tabel 5 terbukti pula bahwa hipotesis yang menyatakan dewan komisaris
independen berpengaruh positip dan signifikan, dalam pengujian ini terbukti diterima (3.568
> 1.970 signifikansi 0.000). Artinya bahwa, kemampuan dewan komisaris independen dalam
menjalankan tugas dengan optimal, maka perusahaan mempunyai kepatuhan yang besar untuk
memenuhi kewajiban sosialnya salah satunya pengungkapan CSR meningkat. Hasil yang sama
juga mengenai hopotesis yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positip dan
signifikan (2.014 > 1.970 signifikansi 0.000). Terbukti pula bahwa kinerja komite audit yang
tinggi, pada akhirnya auditor dalam menjalankan tugas dilakukan dengan optimal, sehingga
kinerja keuangan meningkat. Selanjutnya, perusahaan mempunyai potensi besar untuk
meningkatkan keuntungan, yang bisa diimplikasikan pada alokasi kewajiban sosial dan
lingkungan, sehingga pengungkapan CSR mengalami peningkatan. Hasil pengujian ini
sekaligus menunjukkan bahwa dewan komisaris independen mempunyai pengaruh yang lebih
dominan dalam menunjang kemampuan perusahaan untuk merealisasikan CSR di berbagai

bidang.

4.4 Pembahasan
Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan CSR

Dampak dewan komisaris independen pada pengungkapan CSR memberikan dukungan
kuat terhadap ageney theory. Argumennya, menurut agency theory bahwa keberadaan dari dewan
komisaris independen dimaksudkan untuk meningkatkan praktk GCG [28], dan
meningkatkan kepatuhan berbagai regulasi terkait (Rodriguez et al., 2015). Pengujian Herman
& Abbas [9] pada sektor barang konsumen; Tiarsa et al. [29] pada industri teknologi juga
mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen memberikan dampak pengungkapan
CSR semakin meningkat. Agency theory juga mengungkapkan dengan demikian implementasi
GCG dengan optimal maka menjadi suatu faktor yang sangat penting, karena bisa mengurangi
kekhawatiran shareholders sehubungan dengan agency conflict [30]. Kinerja dari dewan
komisaris independen yang optimal, maka akan terkendali tentang transparansi, hingga
independensi [2]. Pada akhirnya, sebagaimana dinyatakan dalam legitimacy theory keberadaan
dewan komisaris independen mendorong perusahan akan taat terhadap berbagai peraturan
dan perundangan-undangan yang berlaku [14]. Salah satunya yaitu, bagi perusahaan yang
sahamnya diperdagangkan pada publik, maka wajib menjalankan kewajiban sosialnya baik dari
aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan melalui peningkatan realisasi program CSR [3].

Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan CSR

Temuan ini mengungkapkan bahwa komite audit memberikan dampak positif dan
signifikan dalam meningkatkan CSR, mendapat dukungan dari Rawi & Muchlish [10];
Herman & Abbas [10]. Argumennya bahwa, menurut agency theory keberadaan komite audit
merupakan implikasi sebuah upaya dalam meningkatkan GCG, karena menjaga transparansi,
dan akuntabilitas atas laporan keuangan, sekaligus kemungkinan terjadinya fraud terkait
(Rodriguez et al., 2015). Lebih lanjut, legitimacy theory juga mengungkapkan bahwa komite audit
mempunyai kontribusi besar dalam menjaga keberlanjutan perusahaan [26]. Hal ini secara
nyata dilakukan melalui pengungkapan realisasi program CSR secara konsisten dan
berkelanjutan [16]. Hal ini dikarenakan bahwa komite audit juga mempunyai peran melakukan
pengawasan perihal realisasi CSR dan memastikan telah dilaksanakan secara transparan, akurat
dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam GCG [14]. Tambunan &
Rosharlianti [19]; Tiarsa et al. [29] pada industri teknologi mengungkapkan bahwa keberadaan
komite audit dengan kinerja yang optimal bermanfaat untuk meningkatkan citra perusahaan
dengan memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat melalui realisasi program
CSR. Legitimacy theory juga menyatakan yang mana tindakan tersebut sebagai salah satu upaya
meminimalisir tetjadinya /legitimacy gap, yang mana terjadinya perbedaan antara kepentingan
perusahaan dengan para masyarakat [5].



Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis 2025 (Maret), vol.5, no. 1, Dwi Astutik, et al. 661 of 662

5. Kesimpulan dan Saran

Pengujian ini memberikan dukungan pada Agency Theory dan egitimacy Theory. Temuan
diungkap bahwa terbukti secara nyata bahwa keberadaan dewan komisaris independen dan
peran dari komite audit secara langsung dapat meningkatkan tata kelola perusahaan dengan
baik. Pada akhirnya, berdampak positip terhadap peningkatan akan realisasi program-program
CSR yang telah dicanangkan oleh para agent. Dewan komisaris pada industri manufaktur,
nampak lebih mendominasi perannya dalam memenuhi kepatuhan perusahaan akan regulasi
yang menyangkut kewajiban sosialnya, yaitu pengungkapan CSR. Mengingat dampak dari
dewan komisaris independen dan komite audit yang hanya 30.2% terhadap kemampuan
perusahaan mengungkap CSR, maka bagi para praktisi bisa lebih terfokus pada kajian yang
bersifat finansial. Bagi para peneliti selanjutnya, dengan demikian menambah faktor finansial,
seperti perpajakan, profitabilitas, struktur modal, struktur asset dan ukuran perusahaan
sebaiknya juga harus dipilah yang satu level, supaya tidak bias dalam pengaruh tersebut.
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